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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang
diajukan oleh :

Zulkifli Rasdin bin Rasdin La

(Usaha Elekton),

Pammanu,

vu selanjutnya

diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik
Indonesia selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;
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Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Penggugat/Pemohon dengan surat
gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara
Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan

menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 2013 di Dusun Lura, Desa

Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena
belum terdaftar di KUA setempat.

7. Bahwa, maksud permohonan itsbah Nikah Penggugat | dan Penggugat I
adalah untuk Pengurusan Administrasi Buku Nikah dan Akte Kelahiran

Anak serta keperluan lainnya.
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Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat | dan
Penggugat Il mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan

penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan permohonan para Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (Zulkifli Rasdin bin Rasdin

Landaho) dengan Pemohon Il (Fadhila Marsyah Putri binti Firman

Tarima) yang dilaksanakan_pa

nggal 20 Januari 2013 di Dusun

Lura, Desa Buntu Kam
3. Menetapkan bi »‘"f

enuren
2 S

Subsider : i
- Apabila viajetis -+ penetapan yang
4%
|

seadil-a iy
e |
atas para

Penggugat/P, ol epagk mgadilan Agama

1.
2.

3.

Subsider :
Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon penetapan

yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
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pengumuman Pengadilan Agama Belopa mulai tanggal 4 Desember 2018
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan gugatan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang vyang telah ditetapkan para
Penggugat/Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa untuk menguatka alilnya, para Pemohon telah

TH ey

dikeluarkan oleh Pengadifan
2016 dengan Nomor 241/AC/2016/PA Plp, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.
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Setelah pemeriksaan alat bukti tertulis tersebut Ketua Majelis
menyatakan bahwa para Pemohon tidak perlu mengajukan saksi-saksi lagi
sehingga para Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

atas nama Fadhila Marsyah Putri (Penggugat/Pemohon Il) yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, dengan NIK
7317116106960001 Tanggal 05 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan
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cocok, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kependudukan
Penggugat/Pemohon 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kependudukan
para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil pembuktian, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pengadilan Agama Belopa
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fokopi Akta Cerai atas nama

Zulkifli Rasdin bin Rasdin. Byuni  Purbaningrum  binti  Jani
(Penggugat | dan Terg T engadilan Agama Palopo
pada tanggal 14 Juni u Plp, bukti surat
tersebut telah -=Il ] . b, elah dicocokkan
dengan aslinya il tentang tanggal,

; LY@lhg berwenang,
isi bukti terse @i ) Us ik Srtalic | nikah antara
Pengugat/Pefggti robgACNar 2. | gal 14 Juni
2016, bukti tg ! materil alat

Il pada tanggal 20 Januari 2013 di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri,
Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

- Bahwa Penggugat/Pemohon | bercerai dengan T pada tanggal 14 Juni
2016;

- Bahwa pada saat Penggugat/Pemohon | menikah dengan
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Penggugat/Pemohon |l, Penggugat/Pemohon | masih terikat ikatan

perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti
bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat/Pemohon | dengan
Penggugat/Pemohon I, Penggugat/Pemohon | masih terikat tali perkawinan,
dan belum bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka Perkawinan
Pengugat/Pemohon | dengan Penggugat/Pemohon Il yang dilaksanakan
pada tanggal 20 Januari 2013 di Dusun Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag
sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga
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dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Helvira, SHI Muhammad Ali, S.Ag

Perincian bi
Pendaftara

ATK Perkarg
Panggilan
Redaksi

Meterai

Jumlah

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa
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Nasriah, S.H.
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